Makara Human Behavior Studies in Asia

Volume 13 | Number 2 Article 2

12-1-2009

Banten Pasca Agresi Militer Belanda Kedua

Suharto Suharto
Departemen Sejarah, Fakultas llmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia,

suharto.hum@ac.id

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia

Recommended Citation
Suharto, S. (2009). Banten Pasca Agresi Militer Belanda Kedua. Makara Human Behavior Studies in Asia,
13(2), 85-90. https://doi.org/10.7454/mssh.v13i2.231

This Original Research Article is brought to you for free and open access by Ul Scholars Hub. It has been accepted
for inclusion in Makara Human Behavior Studies in Asia by an authorized editor of Ul Scholars Hub.


https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia
https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia/vol13
https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia/vol13/iss2
https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia/vol13/iss2/2
https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fhubsasia%2Fvol13%2Fiss2%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://doi.org/10.7454/mssh.v13i2.231

MAKARA, SOSAL HUMANIORA, VOL. 13, NO. 2, DESEMBER 2009: 85-90
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E-mail: suharto.hum@ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkamofeena di Keresidenan Banten setelah daerah ituddid oleh
Belanda. Penelitian ini melalui empat tahap, yaigncari sumber sejarahe(ristik), kritik, interpretasi, dan penulisan
sejarah (historiografi). Hasil penelitian menunjaikkbahwa pelaksanaan pemerintahan di kedua peateintsipil
yang saling bermusuhan itu berjalan tidak sempuritiak lama setelah Banten diduduki oleh Belaneéhgbapa tokoh
Banten khususnya yang pro-Belanda membicarakansstiterah itu di masa datang. Dinas Penerangarsidenan
Banten pro-Belanda menyediakan beberapa altemgaif dipilih rakyat Banten. Alternatif yang dikenaldan adalah:
(1) Banten sebagai Propinsi ke-13 dari Kerajaam#d, (2) Banten masuk Negara Indonesia Serikatadgngsung
sebagai negara atau daerah istimewa, atau (3) Bantsuk NIS secara tidak langsung dengan terlebhuld
bergabung dengan negara Pasundan atau Distrikdtddéarta. Jika bergabung dengan negara Paswuadtadua cara,
yaitu daerah itu sebagai keresidenan, atau selbegara, atau sebagai daerah istimewa. Beberapaatiftdersebut
disampaikan kepada Badan Perwakilan Rakyat Bantwk wipilih dan menetapkan suatu delegasi yangsugp
menyampaikan pilihan mereka ke Konferensi Meja Buindi Den Haag. Ternyata badan tersebut tidak rkatigi
keinginan Dinas Penerangan, tetapi menunggu hasfiekensi. Putusannya, Banten tetap masuk wilayjabeBagai
salah satu negara bagian dari Republik Indonegikabe

Banten after the Second Dutch Military Aggression

Abstract

The aim of this researh is to expose the phenomen&anten Residency after the Dutch occupied #dggon. There
are four steps used in this research, i.e. cofigcthistorical sources (heuristic), critique, intetation and
historiography (writing the history). This researgsult that the two sides of the civil governmeiat not work well.
Not long after Banten was occupied by the Dutcliesd prominent Bantenese figures, especially thdse were pro-
Dutch discussed the future status of the regitve. Mformation Department of Banten Residency wias wro-Dutch
offered several alternatives for the people oftBarto choose. The alternatives were: (1) Banterarme the 13
province of the Dutch Kingdom; (2) Banten joineé thinited States of Indonesia as a state or ggiexia status; (3)
Banten indirectly joined the United States of Inesin. First this region joined the state of Pasnmutathe Federal
District of Jakarta. If Banten joined the stateRafsundan, there are two options, firstly this wistis a residency or
secondly, as a state or an exclusive territory.s€halternatives were presented to the People Reyative Board of
Banten for the people to choose and to appointlegdéon who would present their choice to the Rbidmble
Conference in the Hague (Den Haag). But the badydt follow the aspiration of the representatdaard. This body
just had to wait for the conference decision. Basadthe conference decision, Banten remained aartaop the
Republic of Indonesia which was a state in the éthBtates of Indonesia.

Keywords: Banten, history, revolution

1. Pendahuluan Kabupaten Lebak hanya diblokade secara ketat sgdning

menyulitkan hubungan daerah itu dengan pemerintah
Ketika Belanda secara serentak melancarkan agresi Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta dan daerah
militernya pertama terhadap wilayah Republik lain. Wilayah tersebut baru diserang dan diduduého
Indonesia tahun 1947, Keresidenan Banten tidak Belanda melalui agresi militernya yang kedua bulan
diserang. Pada saat itu, Keresidenan Banten yadigite =~ Desember 1948. Di daerah tersebut kemudian dibentuk
atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, danPemerintahan sipil baru yang diberi naferitoriaal
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Bestuurs Adviseur (TBA), berpusat di Serang, mula-mula
di bawah pimpinan N. Makkes, kemudian digantikahol
Mas Asikin Nitiatmaja. Sementara itu, aparat Pentehi
Daerah Banten (republik) di bawah pimpinan Residen
Ahmad Khatib menyingkir ke daerah pedalaman di
Banten bagian selatan. Dengan demikian, di Banten
terdapat dua pemerintahan sipil yang saling berharsu

Pembentukan pemerintahan sipil TBA dilakukan
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(3) Status apa yang dikehendaki oleh rakyat Banten,
khususnya mereka yang pro-Belanda terhadap
daerah itu?

(4) Bagaimana status Banten setelah “penyerahan”
kedaulatan?

Penelitian ini  bertujuan untuk mengungkapkan
bagaimana keadaan di Banten ketika di daerah itu
terdapat dua pemerintahan yang saling bermusuhan.

dengan merekrut pegawai pemerintah daerah setempat,Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk mergaw
menerima para pelamar, dan mendatangkan tenaga daripertanyaan-pertanyaan penelitian.

Jakarta. Tidak lama setelah pemerintahan terbentuk,

muncul pemikiran tentang status Banten pada masa 2. Metode Penditian

datang. Pemikiran itu muncul dari kaum federab&ph
masyarakat, dan pemerintah TBA yang pro-Belanda.
Pemikiran-pemikiran itu menghendaki agar Banten
tidak masuk wilayah RI.

Penelitian tentang Banten telah dilakukan oleh tedse
penulis. Tulisan mereka umumnya merupakan bagian
dari karya yang luas dan sebagian besar dilakuletn o
kalangan non sejarawan profesional. Tulisan pertama
diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI tahun
1953 berjudul Republik Indonesia: Propins Djawa
Barat, salah satu dari seri penerbitan tentang propinsi-
propinsi di Indonesia. Buku tersebut menguraikan

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang
melalui empat langkah, vyaitu heuristik, kritik,
interpretasi, dan historiografi. Pada langkah peata
heuristik, peneliti mencari sumber-sumber sejarahnya
berupa sumber tertulis baik primer maupun sekunder.
Sumber primer berupa dokumen baik yang dibuat oleh
pemerintah daerah Banten (republik) maupun oleh
pemerintah daerah Banten buatan Belanda, tulisan-
tulisan di suratkabar atau majalah sejaman, dasatul
pengalaman oleh pelaku sejarah. Dokumen diteliti da
segi fisik apakah dokumen itu asli atau salinaritikkr
eksternal) dan dari segi isi (kritik internal) bpau

daerah PrOpinSi Jawa Barat, termasuk Banten. Tahun pembacaan sumber secara kritis untuk mempero|eh

berikutnya, terbit karya Kepala Dokumentasi Jawatan
Kebudayaan Jawa Barat Tbg. Rusyan, berjudul
Sedjarah Banten. Buku tersebut menguraikan peristiwa-
peristiwa yang terjadi di Banten sejak abad ke-4da
hingga tahun 1951. Sebuah panitia yang antara lain
beranggota Hasan Muarif Ambary menulis laporanl hasi
penelitian berjudul Hari Jadi Kabupaten Serang dan
Sejarah Banten dari Masa ke Madaaporan hasil
penelitian tersebut memberikan sedikit uraian temta
Banten pada awal revolusi.

Karya tentang Banten khusus masa revolusi tidak
banyak. Ada dua artikel oleh penulis asing, yaitho
Michael C. Williams berjudul "Banten: Utang Padi
Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah” dimuat
dalam Kahin (1990)Pergolakan Daerah pada Awal
Kemerdekaan. Kedua oleh Ensering berjudul Banten in
Times of Revolution, dalanArchipel 50, Paris, 1995.
Kedua artikel tersebut bicara tentang Banten padd a
kemerdekaan khususnya tentang aksi "Dewan Rakyat”
pimpinan Ce Mamat.

Berdasarkan uraian tersebut,
bagaimana keadaan di Keresidenan Banten seteledhdae
itu diduduki oleh Belanda? Berdasarkan masalakhets
pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukarahadal
(1) Bagaimana pemerintah TBA dibentuk?
(2) Bagaimana jalannya pemerintahan
pemerintah sipil di Banten?

di kedua

masalahnya adalah

fakta sejarahnya. Untuk melengkapi sumber tersebut
digunakan juga sumber sekunder berupa buku atau
artikel. Sumber berupa dokumen dicari di Arsip
Nasional RI, Pemerintah Daerah Banten, dan Dinas
Sejarah Angkatan Darat di Bandung. Sumber berupa
surat kabar dan majalah sejaman dicari di Perpaatak
Nasional di Jakarta. Fakta-fakta yang diperolehaiuel
kritik sejarah dikumpulkan, ditafsirkan, disusurcaa
sistematis, kemudian dibuat narasi (historiografi).

Ruang lingkup penelitian secara spasial adalahatiaer
Keresidenan Banten dan secara temporal meliputirkur
waktu antara bulan Desember 1948, sejak Banten
dikuasai Belanda hingga "penyerahan” kedaulatan dar
Belanda kepada pemerintah RIS bulan Desember 1949.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah Banten diduduki Belanda pada bulan Desember
1948, Belanda membentuk pemerintah sipil yang diber
namaTerritoriaal Bestuurs Adviseur (TBA). Pemerintah
tersebut berpusat di Serang di bawah pimpinan N.
Makkes (mulai bulan April 1949 digantikan oleh Mas

Asikin Nitiatmaja). Pembentukan pemerintah TBA ini

tidak mudah karena beberapa hal. Pertama, sebagian
besar pamong praja mulai residen hingga camat dan
pegawainya meninggalkan kota menuju daerah
pedalaman yang masih aman. Kedua, kaum intelektual
Banten lebih suka berada di luar daerah itu dadiapa
kembali ke daerahnya (Daerah otonom Banten, 1949).
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Untuk menyusun aparat pemerintahan daerah, berbagaiBanten selatan. Pemerintah daerah di pedalaman juga
cara dilakukan. Belanda menghimbau agar kaum mendapat dukungan dari orang-orang yang tinggal di
intelektual Banten yang ada di Jakarta, Cirebom da daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Mereka
Lampung segera kembali. Beberapa putra Banten yang memberikan bantuan materi kepada para pejuang di
tengah menjabat di jajaran pamong praja di daeiah |  pedalaman. Di kota-kota juga ada orang-orang yang
diharap kembali untuk merintis pemerintah TBA, berjuang untuk kepentingan republik. Mereka berasah
seperti Mas Asikin Nitiatmaja dan R. Nusrat untuk memasuki Badan Perwakilan Rakyat (BPR) agar
Jayadiningrat. Untuk mengisi pegawai di luar jajara tempat itu tidak dimasuki orang-orang yang berpihak
pamong praja, Belanda merekrut aparat yang lama. pada Belanda. (N.s., 1955: 16). Pemerintah daerah
Pegawai pada Jawatan Kesehatan dan Jawatan Sosia(republik) berjuang agar seluruh Keresidenan Banten
disuruh bekerja terus. Belanda juga memaksa pegawai kembali ke pemerintah Rl (Dualisme dalam, 1949).
pegawai yang bekerja pada jawatan-jawatan vitarsiep

Kantor Pos dan Kantor Tilpon untuk bekerja terus Pemerintah daerah (republik) juga mendapat bantuan
("Verslag”, 1949). Belanda mempekerjakan pegawai dari rakyat. Untuk menjamin kelangsungan perjuangan
sipil yang tertawan dan yang menyerah, menerima pemerintah daerah membuat aturan yang isinya bahwa
pegawai-pegawai republik yang disesuaikan dengan setiap kepala keluarga setiap bulan menyerahkan tig
bidang mereka, menerima pelamar-pelamar dari liter beras. Waktu panen, setiap kepala keluarga
masyarakat, dan mendatangkan tenaga-tenaga dariditetapkan menyerahkan 10% hasil panennya kepada

Jakarta (Pasundan tidak mau, 1949).

Setelah pemerintahan TBA terbentuk, di tiga kabapat
di Banten dibentukLokaal Contact Comite (LCC)

bagian perlengkapan sektor (Soendji, 1983).

Kaum ulama kembali menunjukkan peranannya yang
besar. Ketika perang gerilya berlangsung, peramaila

(Panitia Penghubung Setempat). Jawatan Penerangansangat besar. Mereka dipercaya rakyat sebagai gamon
TBA (bukan LCC) memberi penerangan kepada praja yang tidak mudah goyang pendiriannya. Mereka
masyarakat tentang maksud kedatangan Belanda. memberi contoh ketabahan dalam menghadapi segala
Jawatan Penerangan di Kabupaten Serang bersama LCOmacam kesulitan sehingga meneguhkan semangat
keliling kota-kota kawedanaan di Kabupaten Serang perlawanan rakyat. Karena peran mereka, TNI
untuk memberikan penerangan kepada masyarakat walaupun tanpa persiapan pembekalan sama sekali
(Warta-warta, 1949). Penerangan selain diberikan hidupnya terjamin (Nasution, 1979).
secara lisan, juga lewat poster dan gambar (Rakjat
Banten, 1949). Untuk menyampaikan surat-surat, di desa-desa dikent
penjagaan beserta para perondanya yang meneruskan
Sementara itu, sebelum ibu kota Banten, Serang, surat-surat (N.s., 1955). Di pedalaman juga dipastr.
diduduki Belanda, Wakil Gubermur Jawa Barat di Sebagai alat pembayaran digunakan Oeang Repoeblik
Banten Mr. Yusup Adiwinata, Residen Banten Akhmad Indonesia (ORI), Uang Republik Indonesia Daerah
Khatib bersama sebagian besar aparat pemerintah Banten Sementara (URIDABS), atau secara barter.
daerah, dan Kepala Kepolisian Keresidenan Banten Orang tidak berani membawa uaNgtherland Indies
Yusup Martadilaga beserta anak buahnya bersama TNI Civiel Administration (NICA) ke desa-desa.
meninggalkan kota hijrah ke daerah pedalaman
(Kemerdekaan harus, 1949; Banten bukan, 1949). Hal Sementara pembentukan aparat pemerintahan sipil
serupa dilakukan pula oleh aparat pemerintah daerah dilakukan, Belanda juga memperbaiki berbagai sarana
Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak fisik yang rusak karena politik bumi hangus TNI
menjelang kedatangan tentara Belanda di daerahnya. (Pembangunan kota, 1949; Daerah Republik, 1949).
Sampai dengan bulan Februari 1949, perhubungan anta
Pemerintah Daerah Keresidenan Banten (republigktid kota di daerah Banten sukar dan tidak aman.
menyerah kepada Belanda meskipun daerahnya banyakPerdagangan antar kota dan desa sejak bulan Februar
diduduki oleh Belanda. Di pedalaman, pemerintah pulih kembali. Sebagian besar perdagangan dilakukan
daerah menjalankan pemerintahan semampunya. Paradengan barter karena sulitnya alat tukar (mata Juang
pemimpin pemerintahan daerah berusaha menyusun Orang desa hanya mau menerima URIDABS. Di kota-
kembali pemerintahan daerah untuk mengimbangi kota besar mulai akhir bulan Januari 1949 bereddam
pemerintah TBA ("Verslag”, 1949). Daerah yang dipil uang NICA.
adalah di Pandeglang Selatan. Pusat pemerintahan
daerah berpindah-pindah untuk menyelamatkan diri da
serangan Belanda (N.s., 1955).

Pemerintah TBA hanya berada di kota-kota besar
kabupaten. Di kota-kota kecil pamong praja TBA kida
berani keliling di daerahnya, takut untuk berhukamg
dengan rakyatnya. Mereka hanya berkantor pada siang
hari, malam harinya kembali ke tempat-tempat yang
aman, tempat-tempat yang ada tentara Belanda

Setelah tersusun kembali pemerintah daerah (réQubli
di Banten ada dua pemerintahan sipil, yaitu pemteghi
TBA di kota-kota dan pemerintah daerah (republik) d
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(Dualisme dalam, 1949). Siang hari tentara Belanda
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menyajikan beberapa alternatif yang dapat dipil&ho

dengan menggunakan kendaraan patroli sampai ke kota rakyat Banten mengenai status daerahnya. Pasabters

kota kecamatan. Malam harinya mereka kembali ke kot
kabupaten (Wawancara dengan Dadang Ismail, 20
November 1997).

Beberapa hari setelah Keresidenan Banten diduduki
oleh Belanda, muncul keinginan dari kalangan yang
pro-Belanda. Mereka mulai membicarakan status tlaera
itu di masa datang. Beberapa orang federalis yang

ditafsirkan bahwa suku-suku bangsa di Indonesiahmas
diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Orang
Banten yang menurut mereka merupakan suku bangsa
mempunyai hak untuk menentukan nasibnya. Mereka
merasa perlu untuk mengirim delegasi ke Konferensi
Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang dimulai bulan
Agustus 1949.

duduk dalam Parlemen Negara Pasundan yang dibentukDinas Penerangan Keresidenan Banten TBA pada

tanggal 23 Februari 1948 dan diakui oleh Pemerintah
Belanda tanggal 24 April 1948 menginginkan agar
Keresidenan Banten masuk dalam wilayah Negara

tanggal 10 Juni 1949 mengeluarkan siaran kilatublei]
"Status Banten”. Dinas Penerangan mengharapkan agar
rakyat Banten memilih salah satu alternatif, kerandi

Pasundan. Alasan mereka karena Banten pada zamammengirim suatu delegasi untuk menyampaikan aspirasi
Hindia Belanda merupakan salah satu keresidenan dar mereka ke KMB. Adapun alternatif yang diajukan
Provinsi Jawa Barat. Atas usul beberapa anggota adalah sebagai berikut. Pertama, Banten dapat rthemil
parlemen, masalah Banten dicantumkan dalam acara kedudukan istimewa, baik terhadap Negara Indonesia
sidang Parlemen Pasundan. Bagaimana hasil sidang,Serikat (NIS) maupun terhadap Kerajaan Belanda.

tidak diketahui (Banten diminta, 1949).

Alternatif tersebut meniru gerakan di Minahasa wakt
itu yang berusaha untuk keluar dari Negara Indanesi

Sementara itu, beberapa orang terkemuka di Banten Timur (NIT). Gerakan tersebut menghendaki kedudukan

menginginkan agar Banten menjadi daerah istimewa
yang pemerintahannya otonorzelf{ bestuur) dalam
lingkungan pemerintah federalndonesia (Banten
diminta, 1949). Menurut mereka, melalui pemerinteha

istimewa dalam uni antara NIS dan Kerajaan Belanda,
yaitu sebagai Propinsi ke-1Zv(aalfde Provincie) dari
Negeri Belanda. Melihat contoh itu, siaran kilat it
memberikan alternatif bahwa Banten dapat keluar dar

otonom, Banten dapat dibawa ke arah kemajuan yang NIS dan menjadikan daerah itu sebagai Propinsie-1

pesat. Mereka lebih percaya pada orang-orang Banten
dan tidak menyerahkan kebijakan politik pemerintaha
kepada orang dari luar Banten. Pikiran semacam itu
telah lama ada di hati mereka. Sesungguhnya, usaha
arah terbentuknya pemerintahan otonom telah dikakuk
namun mengalami beberapa kesulitan, antara lagnkar
para pemimpin yang berpengaruh terhadap rakyat

(Dertiende Provincie) dari Negeri Belanda (Dinas
Penerangan Keresidenan Banten, 1949). Kedua, Banten
masuk NIS secara langsung. Dalam alternatif kediaa
beberapa pilihan: (a) Banten dapat berdiri sendiri
sebagai negara atau sebagai daerah istimewa yang
langsung di bawah Pemerintah NIS. Jika Banten mau
berdiri sendiri sebagai negara, susunan pemerimtgiaa

berada di daerah pedalaman; tidak adanya tenagadapat mencontoh susunan negara yang sudah ada

intelektual yang akan memegang pemerintahan ito; da
kaum terpelajar putra Banten yang berada di luarate
tidak mau kembali ke daerah asal mereka (Daerah
otonom, 1949).

Berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan Banten
sebagai daerah istimewa, Residen Banten TBA Mas
Asikin Nitiatmaja yang menggantikan N. Makkes sejak

April 1949, mengadakan pembicaraan dengan para bergabung,

dengan memperhatikan perbedaannya. Jika mau berdiri
sendiri sebagai daerah istimewa, susunan
pemerintahannya dapat mencontoh Daerah Istimewa
Kalimantan Barat. (b) Banten masuk lingkungan NIS
secara tidak langsung dengan terlebih dahulu Banten
menggabungkan diri dengan salah satu negara atau
"daerah” tetangga yang telah terbentuk. Ada tidjago
kepada negara atau "daerah” mana Banten mau
yaitu dengan Distrik Federal Jakarta,

pemimpin Negara Pasundan. Kalangan pemuka Banten Republik Indonesia, atau Negara Pasundan. JikéeBan

(pro-Belanda) mengharapkan agar R.A.A. Hilman
Jayadiningrat, mantan Bupati Serang yang menjadi
Kepala Distrik Federal Jakarta, bersedia menjadi wa

negara, mengingat namanya dikenal oleh masyarakat.

Jika daerah istimewa terbentuk yang akan mempunyai
Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya dibicarakannya
penggabungan dengan
digabungkan, 1949).

Setelah keluar Roem Royetatements tanggal 7 Mei
1949, di Banten timbul berbagai tafsiran terhadsip i
persetujuan itu, khususnya Pasal 4 dari pernyataan
Royen. Dinas Penerangan Keresidenan Bantern TBA

mau bergabung dengan Negara Pasundan, ada dua cara,
yaitu menggabungkan diri dengan status sebagai
keresidenan, dan menggabungkan diri secara
perserikatan atau federatif. Dalam hal ini Bantésab
menjadi negara atau sebagai daerah Istimewa (Dinas
Penerangan Keresidenan Banten, 1949). Pilihanyajnn

Negara Pasundan (Bantenjika dipenuhi syarat-syaratnya, Banten dapat sebaga

daerah yang mempunyai pemerintahan sendif (
bestuur), yaitu daerah yang mempunyai sultan atau raja
yang turun-temurun. Dikemukakan bahwa pilihan
tersebut adalah mungkin mengingat Banten di mdga la
merupakan kesultanan.
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Pada bagian akhir "Siaran Kilat” yang ditandatamgan yang aman dari tentara Belanda. Kedua pemerintah
oleh Kepala Dinas Penerangan Keresidenan Banten tersebut berjalan dengan tidak sempurna karenayadan
(TBA), terdapat ajakan terhadap rakyat Banten untuk keterbatasan-keterbatasan.
menentukan pilihan mereka. Untuk itu, Pemerintah
Banten (TBA) membentuk Badan Perwakilan Rakyat Pemerintah TBA hanya berada di kota-kota besar
(BPR). Sejak awal bulan Juni diselenggarakan rapat- kabupaten. Di kota-kota kecil mereka hanya berkanto
rapat pemilihan anggota BPR yang jumlahnya untuk pada siang hari, malam hari mereka kembali ke téempa
seluruh Keresidenan Banten sebanyak 62 orang. tempat yang ada tentara Belanda. Pemerintah daerah
Anggota BPR Kabupaten Pandeglang banyak dimasuki (republik) berada di daerah pedalaman mendapat
oleh bekas anggota Komite Nasional Indonesia Daerah bantuan dari rakyat.
(KNID) dan beberapa bekas anggota Bambu Runcing.
Dari BPR Kabupaten Serang banyak dimasuki oleh Pemerintah daerah (republik) tetap memiliki penaikir
kalangan pamong praja (Perundingan bersama, 1949). tentang status Banten pada masa datang. Mereka
berjuang agar daerah itu kembali sebagai wilayah RI
Pada pertengahan bulan Juli 1949 BPR Keresidenan Sebaliknya, orang-orang yang pro-Belanda tidak suka
Banten menyelenggarakan rapat untuk menentukan daerah itu masuk wilayah RI. Oleh karena itu, tidak
statusnya dan memilih suatu delegasi rakyat Banten lama setelah daerah itu dikuasai oleh Belanda, oiunc
untuk menghadiri KMB. Namun usaha itu gagal, BPR pemikiran tentang status Banten pada masa datang.
memandang tidak perlu membicarakan status Banten Pemikiran tersebut muncul dari mereka yang pro
dan menyerahkan soal tersebut kepada pemerintah RIBelanda, mereka tidak suka daerah itu masuk wilayah
dan Belanda (N.s., 1955). RI. Sebaliknya, mereka menghendaki agar Banten
berada di luar RI. Pemerintah daerah Banten TBA
Sementara itu Negara Pasundan berusaha agar Bantemmenyuguhkan beberapa alternatif tentang statuseBant
masuk wilayahnya. Bulan Agustus 1949 Wali Negara pada masa datang. Alternatif yang disuguhkan danint
Pasundan pergi ke Banten minta kepada pimpinan agar dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat. Aka@apét
Banten TBA agar Banten dititipkan kepada Negara Badan tersebut yang masih dikuasai oleh orang-orang
Pasundan sebelum dilaksanakan plebisit (Pasundan,pro republik menyerahkan putusan tentang status
1949). Banten pada hasil KMB. Setelah “penyerahan”
kedaulatan, Banten tetap menjadi bagian dari Ragab
Di tingkat nasional, usaha untuk menyelesaikan salah satu negara bagian dari Republik Indonesika®e
permusuhan antara Indonesia dan Belanda terus
dilakukan melalui diplomasi. Usaha diplomasi itu Daftar Acuan
akhirnya berhasil dengan terselenggaranya KMB di De

Haag sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. ambary, H.M., Michrob, H., Darussalam, Sasmita, U.
Hasilnya adalah bahwa pemerintah  Belanda T, (1985). Hari jadi kabupaten Serang dan sejaeaite®
"menyerahkan” kedaulatan Indonesia kepada RIS pada dari masa ke mas8erangNaskah tidak diterbitkan.
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